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Abstrak
Penemuan Vaksin COVID-19 tidak terlepas dari keuntungan (benefits), baik berupa 
hak ekonomi maupun hak moral yang diperoleh inventor atau penemunya, dan 
itu berkaitan dengan permohonan atau pendaftaran paten. Artikel ini membahas 
mengenai konsekuensi paten beserta hak eksklusifnya yang dianggap sebagai ham-
batan dalam memenuhi kebutuhan Vaksin COVID-19 bagi semua orang. Penelitian 
ini menggunakan tipe penelitian yuridis-normatif, yang mencoba memecahkan per-
masalahan dengan menggunakan berbagai instrumen hukum melalui pendekatan 
perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual 
approach). Hasil penelitian menunjukkan pentingnya dilakukan analisis mengenai 
adanya perbenturan antara kepentingan individu dan kepentingan publik dalam us-
aha penemuan Vaksin COVID-19. Pada akhirnya, penemuan Vaksin COVID-19 me-
mang seyogyanya menjadi hak milik publik demi kepentingan kesehatan masyarakat 
global, maka pemerintah ataupun negara-negara dunia diharapkan menentukan 
apa dan bagaimana kebijakan yang sebaiknya dilakukan untuk mempercepat akses 
Vaksin COVID-19 secara adil dan merata, namun tetap mengakui keberadaan hak 
paten di dalamnya.
Abstract
The discovery of the COVID-19 Vaccine cannot be separated from the benefits, both 
in the form of economic rights and moral rights obtained by the inventor, and that 
related to patent application or registration. This article discusses the consequences 
of the patents and their exclusive rights which are considered as obstacles in fulfilling 
the need for a COVID-19 Vaccine for everyone. The study uses juridical-normative re-
search, which tries to solve problems using various legal instruments through a statute 
approach and conceptual approach. The result show the importance of conducting 
an analysis of the conflict of interest between individual (private) interests and public 
interests in discovery of the COVID-19 Vaccine should indeed belong to the public. 
In the last, the discovery of the COVID-19 Vaccine should indeed become public 
domain in the interests of the global public health, so the government or world coun-
tries are expected to determine what and how policies should be implemented to 
accelerate access to the COVID-19 Vaccine fairly and equitably, but still recognize the 
patent rights in it.
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Coronavirus merupakan jenis virus baru 
yang pertama kali ditemukan di Wuhan-Cina, 
dikenal dengan nama Wuhan Coronavirus 
atau novel 2019 Coronavirus (2019-nCov). 
The International Committee on Taxonomy 
of Viruses (ICTV) menyebut virus ini dengan 
nama the Severe Acute Respiratory Syndro-
me Coronaviruses-2 (SARS-CoV-2), dan the 
World Health Organization (WHO) menye-
but penyakitnya dengan nama Corona Virus 
Diseases 2019, disingkat: COVID-19 (Zu, et 
al, 2020, p. E15).
Penelitian tentang penyebaran Corona-
virus membuktikan bahwa virus ini berasal 
dari Pasar Seafood Hunan di Kota Wuhan-
Cina. Di tempat itu, hewan hidup (seperti: 
kelelawar, katak, ular, burung, marmut, dan 
kelinci) sering dijual sehingga menginfeksi le-
bih dari 50 orang. The National Health Com-
mission of China menelusuri dan melakukan 
pengembangan identifikasi terhadap kasus-
kasus baru COVID-19 yang terus meningkat 
di negaranya, hingga menemukan fakta bah-
wa orang-orang yang tidak memiliki riwayat 
kunjungan di Pasar Seafood Hunan nyatanya 
juga terinfeksi virus ini. Itu artinya, penye-
baran Coronavirus dari manusia ke manusia 
terjadi karena adanya kontak secara langsung 
dengan orang yang terinfeksi virus ini melalui 
udara yang dihirup ketika batuk atau bersin 
(Shereen, et al, 2020, p. 92).
Coronavirus berukuran sangat kecil, 
sehingga penyebarannya sulit dideteksi lebih 
dini. Gejala awal yang ditunjukkan oleh pen-
derita COVID-19 adalah demam, menggigil, 
batuk, kelelahan, dan sesak napas, kemudian 
menyerang paru-paru, yang menyebabkan 
pneumonia ringan maupun akut, radang pa-
ru-paru, kerusakan atau kegagalan pernapa-
san, hingga berujung pada kematian  (Xu, et 
al, 2020, p. 420-421).
Penyebaran Coronavirus terus meluas, 
akibat mobilitas manusia dari satu tempat 
ke tempat lain yang tidak terkendali. Wabah 
COVID-19 merambah hampir di seluruh 
belahan negara-negara dunia, maka pada 
tanggal 11 Maret 2020 dalam pidato pembu-
kaannya Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus 
Direktur Jenderal WHO telah menetapkan 
COVID-19 sebagai pandemi  (World Health 
Organization, 2020a). Disinilah peran peme-
rintah atau negara-negara dunia sangat dibu-
tuhkan, pengendalian harus terus dilakukan 
secara masif dan teratur agar penyebaran Co-
ronavirus tersebut tidak semakin meluas dan 
menimbulkan banyak korban.
Berbagai kebijakan bernilai strategis 
terus diupayakan, mobilitas manusia diper-
ketat, seperti: pembatasan perjalanan, pene-
lusuran dan pemantauan riwayat perjalanan 
seseorang, pembatasan pergerakan parsial, 
hingga larangan keluar masuk wilayah (lokal 
atau provinsi) melalui karantina wilayah yang 
dilakukan oleh pemerintahan Cina (Kraemer, 
et al, 2020, p. 493-496). Kebijakan serupa 
diterapkan oleh Amerika Serikat, melalui 
social distancing, berupa larangan mengada-
kan acara atau perkumpulan besar-besaran, 
perkumpulan sosial, penutupan sekolah, pe-
nutupan tempat hiburan, seperti: gym, bar, 
dan restoran (Courtemanche, et al, 2020, p. 
1237). Begitu pun dengan Indonesia, yang 
juga mengadopsi social distancing dan physi-
cal distancing melalui kebijakan Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB) atau kebijakan 
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masya-
rakat (PPKM) Jawa-Bali yang saat ini sedang 
berlangsung. 
Menangani wabah COVID-19 sebagai 
pandemi tidak hanya membicarakan kebi-
jakan nasional negara-negara dunia untuk 
mengendalikan penyebaran Coronavirus di 
wilayahnya, tetapi pemecahan permasalahan 
ini harus didukung dengan upaya pencega-
han agar wabah tidak terulang atau terjadi 
lagi (Gates, 2020, p. 1677). Vaksin COVID-19 
yang mujarab disebut-sebut sebagai solusi 
yang sampai saat ini terus diupayakan agar 
dapat segera ditemukan, dikembangkan, dan 
didistribusikan secara adil dan merata bagi 
semua orang. Vaksin terbukti ampuh meny-
elamatkan jutaan nyawa di setiap tahunnya 
dari penyakit menular. Pada dasarnya, vaksin 
bekerja untuk melatih dan mempersiapkan 
sistem kekebalan tubuh secara alami, sehing-
ga tubuh dapat melawan dan memusnahkan 
virus, bakteri, dan kuman yang menginfek-
sinya, serta mencegah timbulnya penyakit 
(World Health Organization, 2020b).
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Urgensi penemuan Vaksin COVID-19 
menjadi jelas terlihat. Pandemi COVID-19 
adalah keadaan darurat kesehatan masya-
rakat secara global, sehingga semua orang 
membutuhkan vaksin ini untuk pertahanan 
tubuhnya. WHO mengaktifkan kembali R&D 
Blueprint atau Cetak Biru Penelitian dan Pen-
gembangan (Litbang) sebagai bentuk tangga-
pan atas pandemi COVID-19 yang terjadi, 
serta berfungsi untuk memperkuat peranan-
nya dalam melakukan percepatan pengem-
bangan dan pemerataan akses terhadap vak-
sin, diagnosis, dan terapi COVID-19. 
Babak perlombaan penemuan Vaksin 
COVID-19 sudah berlangsung sejak lama. 
Misalnya saja, Vaksin mRNA (CanSino) yang 
dibuat oleh Moderna and China’s CanSino 
Biologics, yang pertama kalinya diluncurkan 
untuk diuji klinis kecil melawan SARS-CoV-2 
pada tanggal 16 Maret 2020 (Cohen, 2020, 
p. 14). Inggris juga meluncurkan jenis Vaksin 
Adenovirus yang dikembangkan oleh Ox-
ford University-AstraZeneca, dan telah dila-
kukan uji klinis di Brasil dan Afrika Selatan 
untuk menentukan kefektifan vaksin tersebut 
(Mahase, 2020, p. 1-2). Dan masih ada ber-
bagai kandidat Vaksin COVID-19 lain, yang 
terus dilakukan penelitian dan pengemban-
gan oleh peneliti, akademisi, ataupun peru-
sahaan-perusahaan farmasi di negara-negara 
dunia.
Faktanya, perlombaan dalam usaha 
penemuan Vaksin COVID-19 tersebut tidak 
semata-mata berorientasi terhadap peme-
nuhan kesehatan masyarakat global. Setiap 
orang, lembaga penelitian dan pengemban-
gan vaksin, serta perusahaan-perusahaan 
farmasi yang menemukan Vaksin COVID-19 
sesuai dengan standar keamanan dan keefek-
tifannya layak mendapatkan penghargaan, 
berupa hak kepemilikkan atas invensinya, 
yang lazimnya dikenal dengan “paten.”
Penemuan Vaksin COVID-19 meru-
pakan kemampuan intelektualitas manusia 
yang secara alamiah wajar dianggap sebagai 
hak milik inventor atau penemunya (Irawan, 
2012, p. 188). Hasil dan proses penemuan 
Vaksin COVID-19 dapat dikategorikan seba-
gai hak intelektualitas yang bersifat ekonomis 
sehingga perlu mendapatkan perlindungan 
yang seadil-adilnya bagi pemegang hak atau 
pemilik hak, dimana atas hak ini dikenal 
dengan Hak Kekayaan Intelektual (Donandi, 
2019, p. 2-3).
Paten merupakan salah satu jenis Hak 
Kekayaan Intelektual yang diatur melalui 
berbagai konsensus hukum internasional, 
khususnya Paris Convention for the Protec-
tion of Industrial Property (Paris Convention) 
yang dinaungi oleh World Intellectual Proper-
ty Organization (WIPO) dan Trade-Related 
Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs 
Agreement) yang dinaungi oleh World Trade 
Organization (WTO). Paten merupakan per-
lindungan Hak Kekayaan Intelektual yang 
lazimnya diberikan kepada inventor atas pro-
ses maupun hasil temuannya sebagai bentuk 
penghargaan hasil kerja otak (intelektualitas) 
hingga menghasilkan suatu karya, produk, 
atau inovasi di bidang teknologi (Darusman, 
2016, p. 205-206).
Article 27 Paragraph (1) TRIPs Agree-
ment menekankan bahwa negara memiliki 
kewajiban untuk memberikan paten kepada 
inventor atas penemuan (invensi) yang me-
miliki kebaharuan (novelty), mengandung 
langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam 
perindustrian (dalam hal ini adalah industri di 
bidang farmasi). Vaksin COVID-19 termasuk 
pula satu atau lebih unsur yang terkandung 
di dalamnya merupakan hal yang “baru saja 
ada dan ditemukan,” sehingga kemungkinan 
besar akan dilindungi oleh hak kepemilikan, 
yakni paten (Rutschman, 2020, p. 7). Dengan 
kata lain, konsekuensi global menunjukkan 
bahwa atas dasar ini paten juga dapat diber-
lakukan terhadap (usaha) penemuan Vaksin 
COVID-19 yang saat ini sedang diupayakan 
oleh banyak pihak.
Paten memiliki akibat hukum yang me-
lahirkan hak-hak, yaitu hak eksklusif, yang di 
dalamnya juga terkandung hak ekonomi dan 
hak moral bagi pemegang hak atau pemilik-
nya. Dalam Article 28 Paragraph (1) TRIPs 
Agreement disebutkan mengenai hak-hak 
eksklusif yang diberikan bagi pemegang hak 
atau pemilik hak paten, yaitu:
(a) Apabila objek yang dipatenkan 
adalah suatu produk, maka hak 
paten memberikan perlindungan bagi 
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pemegang hak atau pemilik hak dari 
tindakan-tindakan pihak ketiga yang 
membuat, menggunakan, menawarkan 
untuk dijual, menjual, atau mengimpor 
produk tersebut tanpa persetujuan dari 
pemegang hak atau pemilik hak.
(b) Apabila objek yang dipatenkan 
adalah suatu proses, maka hak paten 
memberikan perlindungan bagi 
pemegang hak atau pemilik hak dari 
tindakan-tindakan pihak ketiga untuk 
menggunakan proses tersebut dengan 
tujuan menawarkan untuk dijual, 
menjual, atau mengimpor produk yang 
dihasilkan melalui proses yang telah 
dipatenkan tersebut tanpa persetujuan 
dari pemegang hak atau pemilik hak.
Hak eksklusif tersebut memiliki jangka 
waktu keberlakuan, sesuai dengan Article 33 
TRIPs Agreement mengenai ‘terms of pro-
tection,’ bahwa ditentukan selama 20 tahun 
sejak tanggal diterimanya permohonan atau 
pendaftaran paten. Menurut Nunos Pires de 
Carvalho (2010), hak eksklusif menimbulkan 
“hak monopoli” bagi pemegang hak atau pe-
milik hak paten untuk melaksanakan paten 
tersebut selama masa keberlakuannya, apa-
bila paten tidak dilaksanakan sebagaimana 
mestinya maka paten dapat dicabut, dan pi-
hak lain termasuk masyarakat luas dapat me-
nikmati invensi tersebut meski tanpa persetu-
juan pemegang hak atau pemilik hak paten 
(Samariadi, 2016, p. 450).
Selama paten masih berlaku, maka hak 
monopoli atas invensi bagi pemegang hak 
atau pemilik hak paten juga tetap berlaku, 
dan ini merupakan hak privat inventor. Disi-
nilah terhadap paten atas Vaksin COVID-19 
memunculkan permasalahan, dimana akan 
terjadi perbenturan kepentingan (conflict of 
interest) antara paten atas Vaksin COVID-19 
sebagai bentuk perlindungan hak privat in-
ventor dengan kebutuhan mendesak Vaksin 
COVID-19 sebagai hak publik kesehatan ma-
syarakat global.
Motif memperoleh keuntungan (bene-
fits) berlanjut, bahkan hal tersebut berpen-
garuh terhadap dampak ketersediaan Vaksin 
COVID-19 di masa mendatang. Negara-
negara yang memiliki keunggulan teknologi 
akan terus melakukan penelitian dan pen-
gembangan Vaksin COVID-19. Sementara 
itu, negara-negara kaya atau berpenghasilan 
tinggi terus berlomba-lomba untuk mengin-
vestasikan modal yang dimiliki guna meme-
nuhi ketersediaan Vaksin COVID-19 bagi 
warga negaranya, misalnya melalui penga-
daan perjanjian pra-produksi vaksin dengan 
perusahaan-perusahaan farmasi yang men-
gembangkan kandidat Vaksin COVID-19 ter-
kemuka (Rutschman, 2020, p. 11). Perebu-
tan dosis Vaksin COVID-19 terus mewarnai 
dunia, maka hal-hal itulah yang dimaksud 
dengan “nasionalisme vaksin.”
Hal yang menjadi pertanyaan besar 
adalah, dapatkah hak privat (paten) atas ke-
pemilikkan Vaksin COVID-19 dijadikan se-
bagai hak milik publik yang dapat dinikmati 
oleh semua orang? Seberapa besarkah faktor 
kepentingan publik atas pemenuhan kebu-
tuhan Vaksin COVID-19 berpengaruh terha-
dap penyimpangan hak-hak eksklusif paten 
yang memungkinkan? Atas dasar yang bera-
lasan bahwa pandemi global bukan hanya 
kepentingan nasional suatu negara, maka 
lebih dari itu, yang melibatkan kepentingan 
dunia, hingga pentingnya Vaksin COVID-19 
untuk mengatasinya, berikut upaya-upaya 
yang dapat dilakukan oleh pemerintah atau 
negara-negara dunia dalam mengatasi segala 
permasalahan yang ditimbulkan akibat paten 
Vaksin COVID-19.
Bagaimana pun juga, dunia internasio-
nal memberikan pengakuan dan penghor-
matan yang setinggi-tingginya atas kesehatan 
dalam kehidupan yang bermartabat bagi se-
tiap umat manusia. Artinya, dunia internasio-
nal mengakui peran penting negara melalui 
pemerintah yang berdaulat untuk mengatur 
dan menerapkan kebijakan-kebijakan di bi-
dang kesehatan sebagai upaya pencegahan, 
pengobatan, maupun pengendalian terhadap 
penyakit atau wabah menular yang mengk-
hawatirkan kesehatan nasional. Hal ini didas-
arkan pada Article 12 Paragraph (1) dan (2) 
International Convenant on Economic, Social 
and Cultural Rights (ICESCR), yang membe-
bankan kewajiban bagi negara-negara pihak 
untuk berperan aktif dalam pemenuhan hak 
atas kesehatan.




Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian yuridis-normatif, dengan mene-
lusuri dan menerapkan instrumen-instrumen 
hukum yang berkaitan dengan isu hukum. 
Studi kepustakaan adalah penunjang utama 
yang digunakan dalam penelitian ini, dapat 
dengan cara menemukan, menentukan, dan 
menerapkan doktrin dan teori hukum mau-
pun konsep yang mendasari penelitian ini, 
misalnya konsep paten dalam hukum inter-
nasional dan hukum nasional.
Inventarisasi bahan hukum dengan 
tepat dan cermat yang berhubungan den-
gan penelitian ini menjadi titik tumpu yang 
menghasilkan konsep-konsep pemikiran, 
yang mampu menjawab isu hukum yang 
terjadi. Setelah pemilihan, pemilahan, dan 
pengelompokkan bahan hukum selesai dila-
kukan, maka langkah selanjutnya adalah me-
nemukan konsep di dalamnya yang dibantu 
dengan penerapan doktrin dan teori hukum. 
Pada akhirnya, diharapkan hasil penelitian 
dapat menjadi pertimbangan atas pilihan po-
litik-hukum bagi negara-negara dunia untuk 
menerapkan metode-metode penyimpangan 
hak eksklusif atas paten yang memungkinkan. 
Oleh karenanya, penelitian ini menggunakan 
metode pendekatan perundang-undangan 
(statute approach) dan pendekatan konsep-
tual (conceptual approach).
3. Hasil dan Pembahasan
Penelitian dan Pengembangan Vaksin CO-
VID-19 Berdasarkan Prinsip Fair Use
Pada Article 25 Paragraph (1) Universal 
Declaration of Human Rights (UDHR) diny-
atakan mengenai jaminan hak atas keseha-
tan, dimana setiap orang berhak atas standar 
hidup yang memadai untuk kesehatan dan 
kesejahteraannya. Dapat dikatakan bahwa, 
hak atas kesehatan merupakan hak asasi 
manusia yang dijamin oleh dunia interna-
sional, dimana setiap negara-negara pihak 
harus mengadopsinya dalam aturan hukum 
nasionalnya.  Seperti halnya, Indonesia yang 
mengakui hak atas kesehatan dalam Konsti-
tusi, tepatnya pada Pasal 28H dan Pasal 34 
UUD NRI 1945, maka Pemerintah Indonesia 
berkewajiban untuk melakukan upaya-upaya 
yang nyata dan konkret guna memenuhi hak 
atas kesehatan bagi warga negaranya sebagai 
salah satu hak hukum positif  (Isriawaty, Fhe-
riyal Sri, 2015, p. 3).
Sejak WHO menetapkan COVID-19 
sebagai pandemi, penyebaran penyakit ini 
bukan lagi pada tingkat sekelompok orang 
tertentu (endemis) ataupun wabah yang me-
nyebar lebih luas antar-wilayah geografis (epi-
demi), melainkan epidemi yang menyebar 
lebih luas lagi antara satu negara ke negara 
lain hingga di seluruh dunia (Grennan, 2019, 
p. 910). Kondisi penyebaran COVID-19 yang 
meluas ini menyebabkan kebutuhan Vaksin 
COVID-19 dijadikan sebagai upaya pencega-
han, pengobatan, dan pengendalian pande-
mi yang berorientasi terhadap kepentingan 
kesehatan masyarakat global, dan ini men-
jadi tugas besar bagi masing-masing negara 
dan dunia internasional. Atas dasar inilah, 
pemanfaatan Vaksin COVID-19 adalah hak 
atas kesehatan bagi semua orang, khususnya 
orang-orang yang rentan terinfeksi Corona-
virus, seperti: orang lanjut usia dan orang-
orang yang memiliki riwayat penyakit dalam.
Dalam perjalanannya, pemenuhan hak 
atas kesehatan untuk mendapatkan Vaksin 
COVID-19 ini menjadi terhambat akibat ke-
berlakuan paten. Untuk itu, diperlukan ala-
san dasar berupa kepentingan umum yang 
dapat melonggarkan atau menyimpangi hak 
eksklusif pemegang hak atau pemilik hak pa-
ten atas penemuan (invensinya). Di bidang 
Hak Kekayaan Intelektual, hak ekslusif itu 
tidak diberikan secara absolut. Ada pemba-
tasan dan pengecualian hak eksklusif yang 
dapat digunakan, misalnya penerapan prin-
sip fair use pada hak cipta (Riswandi, et al, 
2017, p. 1).
Prinsip fair use merupakan prinsip hu-
kum yang memperbolehkan pihak ketiga 
menggunakan kreasi karya cipta atau mela-
kukan suatu reproduksi tanpa perlu memin-
ta izin dari pemegang hak cipta (Riswandi, 
et al, 2017, p. 4), dengan catatan penggu-
naan ini tidak melewati batas-batas tertentu 
dan tidak merugikan kepentingan yang wajar 
dari si penciptanya. Mengenai kepentingan 
yang wajar, masing-masing negara diberikan 
kedaulatan penuh untuk mengatur hal ter-
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sebut asalkan memenuhi standar minimum 
pengaturan hak cipta pada Berne Conven-
tion for Protection of Literary and Artistics 
Works (Berne Convention), Rome Conventi-
on for Protection of Performers, Producers of 
Phonograms, and Broadcasting Organizaion 
(Rome Convention), WIPO Performance and 
Phonograms Treaty, dan TRIPs Agreement.
Pada Section 107 Paragraph (1) Copy-
right Act 1976, hukum nasional Amerika Se-
rikat telah menentukan bahwa fair use bukan 
suatu pelanggaran hak cipta dan penyalinan 
adalah penggunaan yang wajar, sehingga fair 
use diarahkan pada penggunaan hak cipta, 
bukan penggunaan ciptaan atau karya (Pat-
terson, 1992, p. 264). Pada intinya, Section 
107 Copyright Act 1976 tersebut memberi-
kan batasan bahwa fair use dapat digunakan 
hanya untuk tujuan kritik, komentar, pelapo-
ran berita, pengajaran, beasiswa, dan pen-
elitian, dengan mempertimbangkan syarat-
syarat (Patterson, 1992, p. 264-265):
(1) tujuan dan karakter penggunaan, yang 
mempertanyakan apakah penggunaan 
tersebut bersifat komersial atau untuk 
tujuan pendidikan non-profit;
(2) sifat dan karya berhak cipta, yang 
menganalisis sejauh mana karya yang 
digunakan terkait dengan tujuan hak 
cipta dalam mendorong karya kreatif;
(3) jumlah dan besarnya bagian yang 
digunakan, artinya apabila penggunaan 
tersebut menggunakan hanya sebagian 
kecil materi berhak cipta maka fair use 
kemungkinan kecil ditemukan; dan
(4) pengaruh penggunaan terhadap pasar 
potensial atau nilai karya dari karya 
berhak cipta, yang mempertimbangkan 
apakah penggunaan karya berhak cipta 
berpotensi merugikan karya asli secara 
substansial apabila tersebar luas. 
Prinsip fair use dalam hukum nasio-
nal Indonesia diatur pada Pasal 43-Pasal 49 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ten-
tang Hak Cipta (UU Hak Cipta), bahwa suatu 
perbuatan tidak dikatakan sebagai pelangga-
ran hak cipta apabila bersifat non-komersial 
dan mendapatkan izin dari penciptanya 
(Mashdurohatun & Mansyur, 2017, p. 30). 
Pada Pasal 44 Ayat (1) UU Hak Cipta, diny-
atakan bahwa penggunaan, pengambilan, 
penggandaan, dan/atau pengubahan suatu 
ciptaan, baik keseluruhan maupun sebagian 
yang substansial dianggap bukan suatu pe-
langgaran hak cipta, jika sumbernya dican-
tumkan atau dituliskan secara lengkap dan 
tidak merugikan kepentingan yang wajar dari 
pemegang hak cipta atau penciptanya, yang 
tujuannya adalah untuk:
a. pendidikan, penelitian, penulisan 
karya ilmiah, penyusunan laporan, 
penulisan kritik atau tinjauan suatu 
masalah;
b. keamanan serta penyelenggaraan 
pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
c. ceramah yang hanya untuk tujuan 
pendidikan dan ilmu pengetahuan; 
atau
d. pertunjukan atau pementasan yang 
tidak dipungut bayaran.
Pada frasa “tujuan penelitian” di atas, 
dapatkah prinsip fair use diterapkan terhadap 
hak paten dalam usaha (proses) penemuan 
Vaksin COVID-19? Hal ini menunjukkan 
bahwa penerapan prinsip fair use (hak cip-
ta) untuk diimplementasikan dalam upaya 
penemuan (penelitian) Vaksin COVID-19 
memang tepat, dimana hasil-hasil karya cip-
ta yang berhubungan dengan ilmu keseha-
tan, misalnya buku atau artikel ilmiah pada 
jurnal-jurnal terkait menjadi salah satu bahan 
atau sumber yang dapat digunakan, semata-
mata untuk tujuan penelitian.
Secara eksplisit, dalam pengaturan hak 
paten tidak pernah dikenal atau disebutkan 
prinsip fair use, namun penggunaan model 
pendekatan sumber terbuka (open-soure ap-
proaches) dapat saja dianggap sebagai pene-
rapan prinsip fair use ini. Model open-source 
approaches merupakan metode pendekatan 
dalam usaha penelitian dan penemuan obat 
yang relatif baru (Harky, et al, 2020, p. 1). 
Keterbukaan sumber, serta kegiatan berba-
gi data dan pengetahuan antar-peneliti atau 
akademisi pada lembaga penelitian atau 
perusahaan farmasi yang berbeda adalah 
wujud kolaborasi dan diskusi terbuka yang 
dianjurkan guna mempercepat penemuan 
Vaksin COVID-19 dalam keadaan pandemi 
ini. Artinya, model open-source approaches 
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memang memiliki kemiripan dengan prin-
sip fair use, asalkan penerapannya memang 
diperuntukkan dalam usaha penelitian dan 
pen     gembangan Vaksin COVID-19. La-
gipula, wabah COVID-19 yang membahaya-
kan kesehatan masyarakat global menuntut 
untuk segera ditemukan dan didistribusikan 
Vaksin COVID-19 secara adil dan merata, 
dan ini merupakan penggunaan yang wajar 
atas dasar kepentingan kemanusiaan (Hak 
Asasi Manusia).
Tidak menutup kemungkinan bagi 
peneliti, akademisi, atau lembaga peneliti-
an untuk tidak menggunakan open-source 
approaches, demi keuntungan (benefit) dan 
memenangkan babak perlombaan penemu-
an Vaksin COVID-19 yang sedang dan terus 
berlangsung. Prinsip fair use pada penemuan 
Vaksin COVID-19 adalah suatu pilihan yang 
dapat dilakukan atau tidak dilakukan, dan ini 
tergantung dari sudut pandang masing-ma-
sing lembaga penelitian, perusahaan farmasi, 
atau inventor.
Model open-source approaches juga 
dapat diimplementasikan melalui pemanfaa-
tan “informasi paten” yang tercatat pada “do-
kumen paten” dalam usaha penelitian dan 
pengembangan, dan ini bersifat non-komer-
sial. Setelah inventor mendaftarkan paten 
atas invensinya, yang kemudian telah disetu-
jui oleh pejabat yang berwenang, maka hak 
paten yang timbul disertai dengan penerbi-
tan dokumen paten yang di dalamnya me-
muat informasi paten, berupa: uraian men-
genai penemuan (invensi) yang dipatenkan. 
Dengan kata lain, paten merupakan hasil dari 
suatu penelitian, yang dapat dijadikan seba-
gai sumber penelitian dan pengembangan 
baru atau lanjutan (Djatin & Yoganingrum, 
1999, p. 11).
Berdasarkan studi imunologi SARS-
CoV, yaitu pada analisis filogenetik genom 
telah memberikan pemahaman tentang pen-
tingnya respon imun pelindung tubuh ter-
hadap SARS-CoV (Coronavirus 2003), yang 
kini dapat dimanfaatkan untuk membantu 
penelitian dan pengembangan Vaksin CO-
VID-19 dalam melawan SARS-CoV-2 (Ah-
med, Quadeer, & McKay, 2020, p. 1-2). Da-
lam paten nomor register US20150275183 
dengan invensi berupa urutan asam nukleat 
MERS-CoV RBD pada manusia, atau Vaksin 
DNA dengan urutan DNA dan asam amino 
dari protein S lengkap dan protein S den-
gan penghapusan domain sitoplasma (DCD) 
yang telah dipatenkan dengan nomor register 
WO2015081155 (Choi, et al, 2017, p. 723), 
kini dapat dijadikan bahan atau sumber re-
ferensi untuk penelitian dan pengembangan 
Vaksin COVID-19.
Dalam prakteknya, mengetahui respon 
imun manusia dari wabah SARS-CoV dan 
MERS-CoV dapat digunakan sebagai das-
ar dalam menyusun kekebalan tubuh yang 
diperlukan melalui obat-obatan dan vaksin 
untuk melawan SARS-CoV-2 (Prompetchara, 
Ketloy & Palaga, 2020, p. 1-2), karena me-
mang SARS-CoV dan MERS-CoV merupakan 
jenis Coronavirus yang memiliki kemiripan 
dengan SARS-CoV-2  (Ahmed, Quadeer & 
McKay, 2020, p. 1-2). Kini dapat dilihat bah-
wa paten juga memiliki fungsi strategis dalam 
usaha penemuan Vaksin COVID-19. Dengan 
demikian, penerapan prinsip fair use melalui 
model pendekatan open-source approaches 
pada paten dalam usaha penemuan Vaksin 
COVID-19 memang sangat berguna untuk 
mempercepat akses vaksin yang adil dan me-
rata.
Permasalahan Paten Sebagai Sumber 
Pembiayaan Penelitian dan Pengemban-
gan Vaksin COVID-19
Paten dapat berfungsi sebagai “alat 
pendorong inovasi” bagi peneliti atau akade-
misi, dan hal ini justru memacu percepatan 
penemuan dan pengembangan Vaksin CO-
VID-19, yaitu dengan adanya tawaran pem-
berian insentif atau royalti bagi pemegang 
hak paten atau inventor atas penggunaan 
invensinya oleh pihak ketiga. Negara adalah 
salah satu sumber pembiayaan penelitian 
dan pengembangan Vaksin COVID-19 mela-
lui pemberian insentif kepada inventor, yang 
juga dikenal dengan dana hibah penelitian. 
Selain itu, perusahaan multinasional, pe-
modal ventura, pengusaha, serta kemitraan 
publik-swasta dengan pendekatan “modal 
usaha sosial” juga dapat berpartisipasi dalam 
pembiayaan penelitian dan pengembangan 
Vaksin COVID-19.
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Ketertarikan pendonor dana untuk mengin-
vestasikan sebagian modal terhadap pene-
litian dan pengembangan vaksin, utamanya 
vaksin yang benar-benar mendesak karena 
endemi, epidemi, dan pandemi juga terlihat 
dari berbagai kemitraan internasional, seperti 
the International AIDS Vaccine Iniciative (IAVI) 
yang dibentuk pada tahun 1996, the Medi-
cine for Malaria Venture (MMV) yang diben-
tuk pada November 1999, Global Alliance for 
TB Drug Development (Global Alliance) yang 
diluncurkan pada Oktober 2000 (Wheel-
er & Berkley, 2001, p. 729). Untuk pande-
mi COVID-19, melalui inisiatif WHO yang 
kemudian mengeluarkan fasilitas The Access 
to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator yang 
merupakan bentuk kolaborasi dari pemerin-
tah, ilmuwan, pengusaha, masyarakat sipil, 
serta filantropis dan organisasi kesehatan du-
nia (Bill & Melinda Gates Foundation, CEPI, 
FIND, Gavi, The Global Fund United, Well-
come, WHO, dan World Bank) dengan tu-
juan mempercepat pengembangan, produk-
si, dan akses yang adil atas tes, perawatan, 
dan Vaksin COVID-19 (World Heath Orga-
nization, 2020c), tepatnya melalui program 
COVAX Advance Market Commitment (AMC) 
yang mendukung pembiayaan penelitian dan 
pengembangan Vaksin COVID-19 (GAVI The 
Vaccine Alliance, 2020).
Berkaitan dengan hal tersebut, teori ekono-
mi perlindungan paten mendukung penuh 
bahwa paten merupakan alternatif sumber 
pembiayaan penelitian dan pengembangan. 
Teori ekonomi perlindungan paten merupak-
an teori termasyhur yang digagas oleh Jere-
my Bentham pada akhir abad ke-18, dimana 
teori ini mensyaratkan bahwa paten mem-
berikan insentif inovasi bagi inovator dengan 
hak monopoli sementara atas inovasinya, ser-
ta melindungi para inovator tersebut dari an-
caman peniru yang menginginkan membuat 
replika produk dengan harga yang lebih mu-
rah daripada biaya pengeluaran penelitian 
dan pengembangan pada awalnya (Eccleston-
Turner, 2016, p. 577-578). 
Secara konvensional, perlindungan pat-
en adalah mutlak berdasarkan teori ekono-
mi, artinya terhadap inovator dan inventor 
benar-benar mendapatkan perlindungan hak 
ekonomi atas inovasi dan invensinya, baik 
melalui pemberian insenitif maupun per-
lindungan inovasi dan invensi dari perbuatan 
meniru yang dilakukan oleh pihak lain. Oleh 
karenanya, teori ini dengan pasti mengang-
gap bahwa paten adalah suatu hal yang posi-
tif dalam usaha penelitian dan pengemban-
gan vaksin.
Dalam perkembangannya, teori ekonomi 
perlindungan paten ini nyatanya tidak se-
jalan dengan kondisi disparitas antara neg-
ara maju dan negara berkembang, yaitu 
berkaitan dengan permasalahan kecanggi-
han teknologi dan kondisi perekonomian 
yang jelas berbeda, namun dihadapkan pada 
kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat 
akibat pandemi COVID-19 yang cenderung 
sama-sama memprihatinkan. Di sisi lain, pat-
en dianggap penting, karena berkaitan den-
gan adanya produk imitasi obat-obatan dan 
vaksin yang memiliki perbedaan kualitas apa-
bila dibandingkan dengan produk asli, dan 
hal ini berpengaruh terhadap kesehatan ma-
syarakat sebagai konsumen yang seyogyanya 
mendapatkan perlindungan (Eccleston-Turn-
er, 2016, p. 581-582). 
Kecanggihan teknologi negara-negara maju 
dapat mengembangkan obat-obatan dan vak-
sin, yang apabila dipatenkan akan memiliki 
nilai jual tinggi. Posisi tidak menguntungkan 
justru dialami oleh negara-negara berkem-
bang yang memiliki keterbatasan kecanggi-
han teknologi dan berpenghasilan rendah, 
dimana negara-negara itu akan mengalami 
kesulitan atau bahkan tidak dapat mengak-
ses Vaksin COVID-19 bagi warga negaranya. 
Sebenarnya, perdebatan paten atas 
vaksin telah terjadi sejak tahun 1955. Jonas 
Salk, penemu Vaksin Polio telah berhasil 
mengatasi wabah Polio di Amerika Serikat, 
tetapi tidak sekalipun Salk berniat untuk me-
matenkan Vaksin Polio temuannya tersebut. 
Salk mengungkapkan ketidak-setujuannya 
terhadap paten atas vaksin, menurutnya: 
vaksin diibaratkan sebagai “matahari,” tidak 
ada yang boleh mematenkan vaksin kare-
na memang seharusnya milik semua orang 
(Johnston & Wasunna, 2007, p. S2). Ma-
sih menurut Jonas Salk, paten justru dapat 
menghambat akses vaksin yang berpengaruh 
bagi nyawa manusia, sehingga segala sesuatu 
yang berkaitan dengan penemuan (inven-
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si) untuk menyelamatkan nyawa seseorang 
seyogyanya dijadikan sebagai hak milik pub-
lik (Johnston & Wasunna, 2007, p. S2).
Terlepas dari segala perdebatan yang 
memberikan persepsi pro atau kontra terha-
dap paten atas vaksin, maka dalam pengatu-
ran apapun itu (termasuk konvenan interna-
sional sekalipun), tidak pernah mensyaratkan 
paten sebagai suatu kewajiban, akan tetapi 
paten adalah suatu pilihan bagi inovator atau 
inventor yang ingin mendaftarkan invensinya 
(hasil ataupun proses).
Upaya Pemenuhan Vaksin COVID-19 
Melalui Penggunaan TRIPs Agreement 
Safeguard
Pilihan untuk mematenkan Vaksin 
COVID-19 harus mempertimbangkan hak 
atas kesehatan sebagai hak asasi manusia 
yang juga merupakan kepentingan masya-
rakat global di masa pandemi, maka hal ini 
seolah menegaskan bahwa: “paten tidak 
dapat begitu saja dilarang atau dikecam.” 
Oleh karenanya, paten merupakan bentuk 
perlindungan hak asasi manusia (hak privat) 
kepemilikan inventor atas invensi yang telah 
diupayakan dengan menggunakan biaya, te-
naga, pikiran, dan waktu yang dimilikinya, 
sehingga memang dibenarkan bahwa hasil 
kerja manusia individu menjadi milik indi-
vidu itu sendiri (Darusman, 2016, p. 206), 
baik berupa hak kebendaan materiil yang 
berwujud (tangible) maupun hak kebendaan 
immateriil yang tidak berwujud (intangible).
TRIPs Agreement Safeguard adalah so-
lusi yang ditawarkan untuk mengatasi hal ter-
sebut. Paten atas Vaksin COVID-19, beserta 
segala hak eksklusifnya dapat saja berjalan se-
cara bersamaan dengan adanya kepentingan 
kesehatan masyarakat global, sehingga dapat 
dikatakan bahwa TRIPs Agreement Safeguard 
ini adalah ketentuan fleksibilitas sebagai ben-
tuk pembatasan dan pengecualian eksklusi-
vitas hak paten yang dapat digunakan oleh 
negara-negara anggota dalam keadaan ter-
tentu (Harun & Puluhulawa, 2018, p. 133).
Apabila dipahami lebih mendalam, 
Article 30 TRIPs Agreement secara tidak 
langsung mengatur mengenai pengecualian 
terbatas terhadap hak eksklusif atas paten, 
dengan syarat pengecualian tidak bertentan-
gan dengan eksploitasi paten dan tidak meru-
gikan kepentingan yang wajar pemegang hak 
atau pemilik hak paten, serta memperhatikan 
kepentingan pihak ketiga. Selaras dengan hal 
tersebut, pada Article 7 TRIPs Agreement 
mensyaratkan hak privat pemegang paten 
yang tidak boleh dikurangi untuk kemanfaa-
tan individu lain, namun apabila untuk ke-
pentingan sosial dan kolektif tentu saja diper-
bolehkan, bahkan keseimbangan adalah hal 
yang harus diupayakan (Masnun & Astanti, 
2020, p. 461-462).
Secara implisit, TRIPs Agreement Sa-
feguard dapat dilihat melalui Article 8 TRIPs 
Agreement tentang prinsip pada perjanjian, 
yang memperbolehkan negara-negara ang-
gota untuk membuat, merumuskan ataupun 
mengubah peraturan (hukum Hak Kekayaan 
Intelektual) guna melindungi kepentingan 
kesehatan warga negaranya sesuai dengan 
perkembangan sosial-ekonomi dan teknologi 
yang terjadi di wilayahnya. Hal ini juga bertu-
juan untuk mencegah penyalahgunaan Hak 
Kekayaan Intelektual, misalnya:
(1) penggunaan secara tidak wajar oleh 
pemegang hak atau pemilik hak paten 
maupun pihak lainnya;
(2) kegiatan pembatasan perdagangan, 
dan
(3) hal-hal yang menghambat kegiatan alih 
teknologi.  
Prinsip TRIPs Agreement tersebut me-
mang sejalan dengan prinsip Paris Conventi-
on, yang juga memberlakukan prinsip terito-
rial pada hukum Hak Kekayaan Intelektual.
Terdapat 4 pilar yang termasuk dalam 
TRIPs Agreement Safeguard, yaitu aturan 
mengenai impor paralel, bolar provision, li-
sensi wajib (compulsory license) dan peng-
gunaan paten oleh pemerintah (government 
use). Namun, pada artikel ini hanya akan 
dibahas mengenai 2 pilar saja, yakni lisensi 
wajib (compulsory license) dan penggunaan 
paten oleh pemerintah (government use), 
yang menurut hemat penulis keduanya ada-
lah bentuk pembatasan dan pengecualian 
yang relevan dalam mengatasi permasalahan 
yang telah diuraikan. 
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Konsepsi Penerapan Lisensi Wajib (Compulso-
ry License) atas Hak Paten
Dalam bidang hukum Hak Kekayaan 
Intelektual, lisensi adalah izin yang diberikan 
oleh pemegang hak atau pemilik hak paten 
sebagai pemberi lisensi (licensor) kepada 
penerima lisensi (licensee), dimana lisensi 
ini merupakan jenis pengalihan hak melalui 
perjanjian tertulis untuk menggunakan paten 
yang masih dilindungi dalam jangka waktu 
keberlakuannya dan syarat-syarat tertentu 
(Ramli & Putri, 2018, p. 98-99). Lisensi ter-
diri dari 2 jenis, yaitu (Ramli & Putri, 2018, 
p. 99): 
(1) Lisensi eksklusif yang hanya diberikan 
kepada satu penerima lisensi dalam 
satu wilayah tertentu, dan 
(2) Lisensi non-eksklusif merupakan lisensi 
yang dapat diberikan kepada beberapa 
penerima lisensi yang berada dalam 
beberapa wilayah. 
Pada intinya, lisensi atau disebut juga 
dengan perjanjian lisensi (licensing contract) 
dibuat dan disetujui oleh para pihak, yaitu 
pemberi lisensi (licensor) dan penerima lisen-
si (licensee), yang biasanya dilaksanakan atas 
hubungan keperdataan dan kerjasama.
Hal ini memiliki perbedaan mendasar 
dengan lisensi wajib, yang  diperoleh mela-
lui permohonan yang diajukan oleh pihak 
ketiga kepada pejabat yang berwenang (Di-
rektorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual) 
untuk melaksanakan paten, maka lisensi wa-
jib bukan merupakan suatu hubungan keper-
dataan. Lisensi wajib lebih tepat dikatakan 
sebagai upaya administratif, yang memiliki 
luaran (output) berupa: lisensi atau izin yang 
diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Ke-
kayaan Intelektual apabila permohonan ter-
sebut disetujui dan dikabulkan. Itu berarti, 
untuk mendapatkan lisensi wajib, pihak keti-
ga tidak memerlukan persetujuan dari peme-
gang hak atau pemilik hak paten, hanya saja 
yang diperlukan adalah persetujuan Direkto-
rat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang 
didasari dengan adanya kepentingan publik 
di dalamnya (Harun & Puluhulawa, 2018, p. 
140).
Berdasarkan Article 5 Paragraph (2) Pa-
ris Convention, maka dapat dikatakan bah-
wa lisensi wajib perlu diatur, sebagai bentuk 
antisipasi apabila terjadi penyalahgunaan 
pelaksanaan hak eksklusif oleh pemegang 
hak atau pemilik hak paten, misalnya karena 
kegagalan invensi (proses atau hasil temuan). 
Paris Convention hanya mengakui lisensi wa-
jib itu sebagai “lisensi wajib non-eksklusif,” 
yang tidak dapat dialihkan, sebagaimana ini 
dijelaskan dalam Article 5 Paragraph (4) Paris 
Convention.
Konsep prosedur lisensi wajib atas hak 
paten ini sebenarnya mirip dengan kon-
sep pengambil-alihan hak milik benda tidak 
berwujud, yang berupa: kekayaan intelektu-
al (Lo Bianco, 2020, p. 2). Pengambil-alihan 
ini sifatnya tidak absolut, dimana pemegang 
hak atau pemilik hak paten masih dapat me-
laksanakan atau menikmati hak-haknya, atau 
dengan kata lain konsep lisensi wajib ini se-
pertinya lebih cenderung atau sangat mirip 
dengan konsep sewa-menyewa.
Perjanjian sewa-menyewa adalah hu-
bungan keperdataan yang diatur pada Pasal 
1548-Pasal 1600 KUHPerdata. Secara seder-
hana, Pasal 1548 KUHPerdata mendefinisi-
kan sewa-menyewa adalah suatu persetuju-
an, dimana “pihak penyewa” mengikatkan 
diri dengan “pihak yang menyewakan” untuk 
memanfaatkan atau menikmati barang ber-
gerak atau barang tidak bergerak milik pihak 
yang menyewakan dengan batasan waktu 
tertentu dan harga yang telah disepakati oleh 
kedua belah pihak (Soleman, 2018, p. 13-4). 
Pada umumnya, sewa-menyewa mensyarat-
kan adanya beberapa hal yang harus dipe-
nuhi, yaitu:
(1) Adanya subjek hukum (pihak penyewa 
dan pihak yang menyewakan);
(2) Adanya konsensus atau kesepakatan 
dari para pihak;
(3) Adanya objek sewa-menyewa, baik itu 
barang bergerak maupun barang tidak 
bergerak;
(4) Adanya kewajiban pihak yang 
menyewakan untuk menyerahkan 
kenikmatan atas objek yang 
diperjanjikan; dan
(5) Adanya kewajiban pihak penyewa 
untuk menyerahkan uang pembayaran 
atas kenikmatan objek yang diterima. 
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Seperti yang telah disebutkan, maka 
perlu ditegaskan kembali bahwa dalam pe-
laksanaan lisensi wajib sebenarnya tidak 
sama sekali melibatkan pihak pemegang hak 
atau pemilik hak paten sebagai pihak yang 
ada di dalamnya. Ini hanya melibatkan pi-
hak ketiga sebagai pemohon “untuk melak-
sanakan paten” dan Direktorat Jenderal Hak 
Kekayaan Intelektual sebagai pejabat yang 
berwenang “untuk memberikan persetuju-
an,” maka hal-hal yang dipersyaratkan dalam 
konsepsi sewa-menyewa tidak semuanya ter-
penuhi dengan baik.
Kedua konsep, baik sewa-menyewa 
maupun lisensi wajib hanya mengehendaki 
pemberian hak ekonomi saja, sehingga hak 
moral atas paten tetap melekat pada pe-
megang hak atau pemilik hak paten. Pihak 
ketiga, yang biasanya adalah korporasi men-
gajukan permohonan lisensi wajib kepada 
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelek-
tual, kemudian ketika permohonan disetujui 
maka hak-hak eksklusif atas paten itu dapat 
dilaksanakan oleh pihak ketiga, misalnya 
saja: wewenang untuk memproduksi, men-
distribusikan, menggunakan, dan menjual 
produk paten. Sementara itu, pemegang hak 
atau inventor akan mendapatkan sejumlah 
imbalan atas penggunaan inevensinya oleh 
pihak ketiga.
Memperhatikan konsepsi lisensi wajib 
di atas, maka apakah ini menunjukkan bahwa 
Vaksin COVID-19 yang telah dipatenkan da-
pat menjadi hak milik publik? Praktek lisensi 
wajib memiliki fungsi untuk meningkatkan 
produksi Vaksin COVID-19, mempercepat 
pengembangan Vaksin COVID-19, sekaligus 
mempercepat akses Vaksin COVID-19 secara 
adil dan merata yang mulanya di tingkat do-
mestik terlebih dahulu, kemudian diperluas 
melalui kegiatan ekspor-impor (Lo Bianco, 
2020, p. 2). Begitu pentingnya lisensi wajib 
atas paten, bahkan dunia internasional ikut 
mendukungnya melalui Article 31bis aman-
demen TRIPs Agreement 2017, yang meng-
himbau negara-negara anggota untuk mela-
kukan praktek lisensi wajib dalam kegiatan 
produksi dan ekspor invensi paten.
Konsepsi Penggunaan Paten oleh Pemerintah 
(Government Use)
Pilar kedua sebagai alternatif TRIPs Ag-
reement Safeguard, yaitu penggunaan paten 
oleh pemerintah (government use). Berbeda 
dengan lisensi wajib, maka government use 
mengizinkan negara-negara anggota WTO 
yang tunduk pada TRIPs Agreement untuk 
menggunakan paten tanpa izin dari peme-
gang hak atau pemilik hak paten, yang ber-
dasarkan keadaan tertentu, misalnya saja 
perlindungan terhadap kepentingan publik 
(Harun & Puluhulawa, 2018, p. 140-141).
Ada kesamaan konsep antara lisensi 
wajib dan government use, dimana kedu-
anya merupakan pembatasan dan pengecu-
alian dari eksklusivitas hak paten, yang dapat 
memanfaatkan hak-hak paten “dengan tan-
pa” izin dari pemegang hak atau pemilik hak 
paten, namun imbalan atau royalti tetap ha-
rus diberikan secara wajar kepada pemegang 
hak tersebut.
Government use lebih menekankan 
terhadap produksi invensi dengan kualitas di 
bawah invensi (produk paten) asli, dalam hal 
obat-obatan maka yang diproduksi adalah 
obat-obatan generik, sehingga government 
use memiliki tujuan utama untuk menekan 
tingginya biaya produksi (Kapczynski & Kes-
selheim, 2016, p. 791-792). Pada prinsip-
nya, praktek government use terhadap paten 
obat-obatan merupakan usaha pemerintah 
untuk memanfaatkan atau menikmati hak-
hak atas objek yang dipatenkan guna meme-
nuhi kebutuhan warga negaranya. Akibatnya, 
distribusi obat-obatan menjadi lebih mudah, 
murah, dan terjangkau bagi semua kalangan. 
Praktek government use juga dapat 
diterapkan terhadap paten penemuan Vak-
sin COVID-19, tujuannya tentu saja untuk 
mempercepat akses vaksin bagi warga negara 
dalam wilayah pemerintahannya. Dilihat dari 
sudut pandang biaya produksi, maka impli-
kasi positif akan terlihat melalui ketersediaan 
Vaksin COVID-19 dengan harga yang ter-
jangkau, namun mengenai kualitas dan ke-
amanan vaksin akan dipertaruhkan. Terlebih 
lagi, apabila government use ini diterapkan 
oleh negara-negara berkembang, yang ter-
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kendala dengan kurang memadainya tekno-
logi dan keterbatasan sumber pembiayaan 
dalam produksi dan pengembangan Vaksin 
COVID-19.
Article 31 TRIPs Agreement merupakan 
ketentuan yang mengatur mengenai “other 
use without authorization of the right hol-
der,” dan ini termasuk 2 pilar yang dibahas 
dalam artikel ini, yaitu lisensi wajib (compul-
sory license) dan government use. Di dalam-
nya juga disebutkan frasa “including use by 
the government or third parties,” yang berarti 
bahwa konsep lisensi wajib memang diakui 
oleh TRIPs Agreement, yaitu: dengan diberi-
kannya jaminan atas penggunaan objek yang 
dipatenkan oleh pemerntah atau pihak keti-
ga tanpa pemberian hak dari pemegang hak 
atau pemilik hak paten.
Secara kontekstual, memang Article 31 
TRIPs Agreement cenderung mengatur men-
genai lisensi wajib paten. Namun, apabila 
dipahami secara keseluruhan, tersirat bahwa 
government use juga ikut diatur, maka Article 
31 TRIPs Agreement ini juga dapat dianggap 
sebagai pedoman bagi pelaksanaan govern-
ment use, dimana di dalamnya dirumuskan 
penggunaan yang bersifat non-komersial, 
yang mencerminkan adanya keadaan men-
desak, kedaruratan nasional, melibatkan ke-
pentingan publik sebagai alasan dasar dilak-
sanakannya government use ini.
Pada dasarnya, lisensi wajib baik oleh 
pihak ketiga atau pemerintah (government 
use) dapat diterapkan dengan alasan-alasan, 
sebagai berikut (Masnun & Astanti, 2020, p. 
462):
a. Untuk mencegah penyalahgunaan hak 
pemegang paten yang diakibatkan dari 
pelaksanaan hak eksklusif (Article 5A 
Paragraph (2) dan (3) Paris Convention);
b. Untuk mengurangi ketiadaan atau 
tidak tercukupinya pelaksanaan invensi 
yang dipatenkan (Article 5A Paragraph 
(2) dan (3) Paris Convention); dan
c. Untuk kepentingan masyarakat, 
seperti kebutuhan mendesak suatu 
negara atau situasi dan kondisi ekstrim 
lainnya, serta kepentingan masyarakat 
yang sifatnya non-komersial.
4. Penutup 
Perdebatan mengenai perlu atau ti-
daknya paten atas suatu invensi terjawab 
sudah, bahwa: paten adalah sebuah pilihan 
yang wajar dilekatkan pada inventor melalui 
pemberian hak eksklusif, baik itu hak eko-
nomi maupun hak moral. Hak atas keseha-
tan adalah bagian terpenting dari hak asasi 
manusia yang harus menjadi perhatian, se-
hingga antara hak privat untuk kemanfaatan 
individu (paten Vaksin COVID-19) dan hak 
publik untuk kepentingan kesehatan masya-
rakat global (akses Vaksin COVID-19) dapat 
berjalan dengan seimbang.  Adanya kepen-
tingan publik yang mendesak harus dipertim-
bangkan sebagai alasan utama bahwa akibat 
penggunaan paten, berikut hak-hak eksklusif 
yang melekat di dalamnya harus diberikan 
pembatasan, yang diupayakan agar tidak 
menghambat pemenuhan kebutuhan Vaksin 
COVID-19 yang adil dan merata bagi semua 
orang. 
TRIPs Agreement Safeguard adalah so-
lusi yang diakui dalam hukum internasional, 
yang ditawarkan untuk menyeimbangkan 
antara kepentingan individu (sebagai hak 
privat) dan kepentingan masyarakat (sebagai 
hak publik), sehingga ini membenarkan bah-
wa kepentingan publik seyogyanya memang 
didahulukan dari kepentingan individu, asal-
kan penggunaannya tidak mencederai ke-
pentingan yang wajar bagi pemegang hak 
atau pemilik hak paten. Penggunaan TRIPs 
Agreement Safeguard memberikan wewe-
nang kepada pihak ketiga untuk mempro-
duksi, menggunakan, menawarkan untuk 
dijual, menjual, mendistribusikan, atau men-
gimpor produk paten. Akibatnya, hak keben-
daan yang berwujud (tangible), berupa Vak-
sin COVID-19 menjadi hak milik publik, dan 
ini hanya sebatas pemanfaatan hak ekonomi 
saja, sementara hak moral tetap menjadi hak 
milik inventor, pemegang hak atau pemilik 
hak paten.
Pemerintah atau negara-negara dunia 
dapat menggunakan TRIPs Agreement Sa-
feguard, apakah penggunaan lisensi wajib 
(compulsory license) atau government use, 
yang disesuaikan dengan kemampuan dan 
sumber daya masing-masing negara. Jika 
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negara menggunakan lisensi wajib, maka 
pemerintah harus siap dengan konsekuensi 
tingginya biaya produksi dan harga jual pro-
duk paten. Sebaliknya, jika negara menggu-
nakan government use, maka itu memberi-
kan kemudahan soal biaya, sehingga Vaksin 
COVID-19 dapat tersedia dengan mudah, 
murah, dan terjangkau bagi semua kalangan, 
namun disini tingkat keamanan dan keefekti-
fannya tentu di bawah produk paten asli. 
Pemerintah perlu dengan sesegera 
mungkin menentukan, merumuskan, dan 
melaksanakan kebijakan-kebijakan strategis 
dalam rangka memenuhi kebutuhan Vaksin 
COVID-19 bagi warga negaranya. Pemerin-
tah atau negara-negara dunia perlu men-
jalin kerjasama, baik itu kerjasama regional 
maupun multilateral, tujuannya adalah untuk 
mempercepat akses Vaksin COVID-19 yang 
adil dan merata bagi semua orang. Misalnya 
saja, kerja sama di bidang permodalan atau 
pembiayaan produksi, alih teknologi, atau-
pun subsidisi Vaksin COVID-19 bagi negara-
negara berkembang dan negara berpengha-
silan rendah, dan berbagai bentuk kerjasama 
lainnya.
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